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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta pembahasan yang telah 

penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktek penyalahgunaan serat kekancingan hak magersari dengan cara 

dialihkan kepada pihak lain di Kecamaan Kretek, Kabupaten Bantul 

dilakukan dengan cara dikontrakkan dan diperjualbelikan tanpa seizin 

pihak Panitikismo. Alasan penyalahgunaan serat kekancingan hak 

magersari tersebut adalah karena faktor ekonomi dan karena faktor 

ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap isi ketentuan 

dalam serat kekancingan. Para pelaku yang melakukan penyalahgunaan 

serat kekancingan hak magersari dengan cara dialihkan kepada pihak lain 

baik dengan cara dikontrakkan ataupun diperjualbelikan merasa bahwa 

dengan cara tersebut mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan 

daripada memanfaatkan tanah Sultan Ground tersebut secara pribadi.  

2. Upaya pengawasan dan pencegahan praktek penyalahgunaan serat 

kekancingan hak magersari yang akan dilakukan oleh Panitikismo selaku 

lembaga pertanahan Keraton Yogyakarta adalah melakukan pendataan dan 

juga pengaturan kembali serat kekancingan yang dimiliki dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan jenisnya sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan di atas, maka penulis 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Hendaknya pihak Panitikismo memberikan sosialisasi terkait isi dari serat 

kekancingan hak magersari dan bersikap lebih tegas terhadap masyarakat 

yang melakukan penyalahgunaan serat kekancingan hak magersari atas 

tanah Sultan Ground dengan cara memberikan peringatan ataupun 

mencabut hak pemanfaatan atas tanah Sultan Ground yang dimiliki oleh 

pelaku penyalahgunaan serat kekancingan hak magersari.  

2. Hendaknya pihak Panitikismo selaku lembaga pertanahan Keraton 

Yogyakarta melakukan pendataan sebagai upaya pengawasan dan 

pencegahan adanya praktek penyalahgunaan serat kekancingan secara 

berkala terhadap hak pemanfaatan tanah Sultan Ground yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat dan melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait 

dalam upaya pengawasan dan pencegahan adanya praktek penyalahgunaan 

serat kekancingan hak magersari atas tanah Sultan Ground sebagaimana 

diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan 

Tanah Kadipaten. 
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